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Abstract. The neutrality of ASN in elections is something that the government needs to pay attention to and supervise. 

Because the principle of neutrality is an obligation for ASN to be implemented properly and correctly. From the 

election moment in the previous period, it is evident that there is a need for reaffirmation both in the form of 

regulations and supervision. Bawaslu has the duty and authority to prevent and take action against ASN who commit 

neutrality violations. So this research uses the Normative Juridical Method whose approach uses a statutory 

approach. The aim of this research is to find out the legal basis that regulates ASN neutrality in elections and how 

Bawaslu will act in dealing with violations of ASN neutrality in elections. 
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Abstrak. Netralitas ASN dalam Pemilu merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah. 

Karena asas netralitas merupakan kewajiban bagi ASN untuk dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Dari 

moment pemilu di periode sebelumnya menjadi bukti bahwa perlu adanya penegasan ulang baik dalam bentuk 

peraturan dan pengawasan. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Sehingga penelitian ini menggunakan Metode Yuridis 

Normatif yang pendekatannya menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Tujuan penelitian ini 

yakni untuk dapat mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang Netralitas ASN dalam Pemilu dan bagaimana 

tindakan Bawaslu dalam menghadapi jika terjadi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu. 

 

Kata Kunci: Netralitas, ASN, Pemilihan Umum 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan secara 

langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terdapat 

beberapa lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakannya. Adapun lembaga tersebut 

adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. 
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Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang 

berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi 

individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang 

dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level 

legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih 

berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya 

kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik 

pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan 

aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. 

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah 

sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi 

keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalakan pasca runtuhnya kekuasaan Orde 

Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum 

pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama 

dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan 

empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti 

Partai Katholik, Parkindo dan PSII. 

Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika 

Orde Baru dengan keiskusertaan sepuluh partai. Setelah serangkain pemilu yang ‘dikuasai’ oleh 

Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi 

membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. 

Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang 

dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden 

langsung, maka pada tahun 2009, dialdalka ln kemballi sistem pemilu yalng salmal dengaln perbalikaln 

paldal beberalpa l kekuralngaln paldal pemilu sebelumnya l. selalnjutnya l, pemilu dialdalkaln pa ldal ALpril 

2014 untuk pemilihaln legislaltif pusalt daln daleralh daln pa ldal bulaln Juli 2014 untuk pemilihaln 

Presiden dengaln berba lgali perbalikaln sebalgali halsil dalri evallualsi terhaldalp pemilu sebelumnya l 

termalsuk paldal 2009 yalng ternya ltal memendalm balnyalk persoallaln. Sistem pemilu di Indonesia l 

didalsalrka ln paldal Unda lng-Undalng Da lsalr 1945 sebalga li lalndalsaln utalmal daln undalng-undalng lalinnya l 

ya lng lebih terperinci ya lkni Undalng-Undalng 15 Talhun 2011 tentalng Penyelenggalral Pemilihaln 

Umum, Undalng-Undalng 8 Talhun 2012 tentalng Pemilihaln Umum ALnggotal Dewa ln Perwalkila ln 



 
 
 
 

e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 210-227 

Ralkya lt, Dewa ln Perwalkilaln Daleralh daln Dewaln Perwalkila ln Ralkya lt Daleralh, Undalng-Unda lng 42 

Talhun 2008 tentalng Pemilihaln Umum Presiden daln Walkil Presiden, Undalng-Undalng 32 Talhun 

2004 tentalng Pemerintalhaln Daleralh (mencalkup pemilu kepallal daleralh), Undalng-Unda lng 2 Talhun 

2011 tentalng Palrtali Politik, Undalng-unda lng 27 Talhun 2009 tentalng Maljelis Permusya lralwalta ln 

Ralkya lt, Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt, Dewa ln Perwalkilaln Daleralh, daln Dewaln Perwalkilaln Ralkya lt 

Daleralh. Keseluruhaln lalndalsaln hukum tersebut mencerminka ln sistem demokralsi Indonesial ya lng 

telalh tertalnalm daln terus diperbalha lrui. 

Model pemilu Indonesia l memiliki kalralkteristik tersendiri jikal dibalndingkaln dengaln nega lra l 

demokralsi lalinnya l. Sebalgali negalral dengaln struktur pemerintalhaln ya lng berjenja lng, pemilu 

Indonesial pun dialdalkaln paldal halmpir semual level dallalm struktur kekualsalaln balik palda l tingkalt 

eksekutif malupun legislaltif. Mulali dalri pemilu tingkalt presiden sebalga li kepallal negalra l hingga l 

kepaldal kepallal desal ya lng memerintalh paldal tingkalt terbalwalh dallalm stuktur eksekutif. Begitu pula l 

dengaln lemba lgal legislaltif ya lng dipilih paldal tingka lt daleralh daln pusalt. Berdalsa lrkaln sistem 

aldministralsinya l, pemerintalhaln daleralh di Indonesial dibalgi menjaldi 34 provinsi ya lng terdiri altals 

508 kalbupalten (pedesalaln) daln kotal (perkotalaln), 6.994 kecalmaltaln, daln 81.253 keluralhaln 

(perkotalaln) daln desal (pedesalaln). Berdalsalrka ln jenjalng walktunyal, Pemilu Presiden daln legislaltif 

dilalksalnalka ln setialp limal talhun. Berbedal dengaln pemilu paldal tingkalt pusalt, pemilihaln eksekutif 

tingkalt sub�nalsionall altalu daleralh (Pemilihaln Kepallal Daleralh altalu Pemilukaldal) dilalksalnalkaln 

secalral terputus berdalsalrkaln malsal ja lbaltaln altalu allalsaln lalin sesuali ketentualn undalng-undalng. 

Ini membualt pengaldala ln pemilu dilalkukaln halmpir setialp halri di Indonesial. Di salmping 

pengaldalaln pemilu yalng berjenjalng, da llalm hall jumlalh elektoralt, pemilu di Indonesia l alda llalh 

pemilu-saltu-halri kedua l terbesalr di dunial –setelalh ALmerikal Serikalt. Kaltegorisalsi terbesalr 

didalsalrka ln balhwal Indonesial menjaldi sallalh saltu nega lral dengaln jumlalh penduduk terbesalr di dunial 

ya lkni sekitalr 237,56 jutal jiwal. Jumlalh terbesalr tersebut didorong pulal oleh ketentualn keikusertalaln 

dallalm pemilu. Di malnal baltals umur minimall sebalgali pemilih alda llalh 17 talhun (paldal ha lri pemilihaln) 

altalu usial bera lpalpun alsallkaln telalh altalu pernalh menikalh. hall ini berbedal misallnya l dengaln ketentualn 

pemilih di negalra l lalin yalng bialsalnya l di tingkalt usial 21 talhun. Dalftalr pemilih Pemilu 2014 salja l 

berdalsalrkaln daltal pemilih sementalra l sebelum Pemilu 2014 dilalkukaln berjumlalh 187.977.268 

pemilih. Meski demikialn, palrtisipalsi dallalm pemilu tidalk sebesalr altalu seraltus persen dalri dalfa ltalr 

tersebut. Dalri besalraln jumlalh pemilih, untuk Pemilu 2009 yalkni 171 jutal pemilih terdalftalr, halnya l 
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122 jutal pemilih yalng mengguna lkaln halk pilihnyal altalu sebesalr 71 %. Sedalngkaln paldal Pemilu 1999 

daln 2004 malsing-malsing besalraln palrtisipalsi mencalpali 93 % daln 84 %. 

Dallalm menjallalnkaln kegialtaln pemilu, tentu pemerintalh membualt beberalpal lembalgal untuk 

menunjalng ketertibaln pelalksalnalaln pemilu. Seperti yalng telalh dijelalskaln dialtals, sallalh saltunya l 

aldallalh Balwalslu sebalgali lembalgal penga lwals. Balwalslu, Balwalslu Provinsi sertal Balwalslu 

Kalbupalten/Kotal salmpali dengaln jaljalraln pengalwals paldal tingkalt Tempalt Pemungutaln Sualral (TPS) 

mempunya li tugals untuk mengalwalsi penyelenggalralaln Pemilu.  Straltegi penga lwalsaln ya lng bersifalt 

preventif menjaldi prioritals Ba lwalslu sebalgali lembalgal pengalwa ls, sehinggal berba lgali pelua lng daln 

potensi pelalnggalra ln Pemilu dalpalt diidentifikalsi lebih alwall termalsuk pelalnggalraln netrallitals 

ALpalraltur Sipil Negalral (ALSN). Balwalslu memiliki kewenalngaln menerbitkaln rekomendalsi kepaldal 

instalnsi yalng berwenalng untuk menjaltuhkaln salnksi terhaldalp ALSN ya lng melalkukaln pelalnggalraln 

netrallitals palda l penyelengga lralaln Pemilu daln Pilkaldal. Berkalitaln dengaln perintalh mengenali 

netrallitals ALSN, hall ini terdalpalt dalla lm Palsall 2 Undalng�Undalng Nomor 5 Talhun 2014 tenta lng 

ALpalraltur Sipil Negalral, sallalh saltu alsals yalng waljib dimiliki ALSN aldallalh alsals “Netrallitals”. 

Kemudialn diperkualt pulal dengaln kallimalt paldal palralgralf 5 penjelalsaln umum Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 2014 tentalng ALpalra ltur Sipil Negalral yalng menya ltalkaln balhwal “dallalm upalyal 

menjalgal netrallitals ALSN dalri pengalruh palrtali politik daln untuk menjalmin keutuhaln, kekompa lkaln, 

daln persaltualn ALSN, sertal dalpa lt memusaltkaln segallal perhaltialn, pikiraln, daln tenalgal paldal tugals ya lng 

dibebalnkaln, ALSN dilalralng menjaldi a lnggotal daln/altalu pengurus pa lrtali politik” Perlu dipalhalmi 

balhwal netrallitals ALSN berkalitaln dengaln Impalrtiallity, dimalnal seoralng pegalwali ALSN yalng bekerja l 

dallalm sebualh sistem birokralsi halrus bersika lp impalrtiall, dallalm alrti bersikalp aldil, obyektif, tida lk 

bials, bebals pengalruh, bebals intervensi, bebals dalri konflik kepentinga ln, daln tidalk berpihalk pa lda l 

sialpalpun. Pemilu daln Pilkaldal da lpalt memicu pemalnfalaltaln birokralsi untuk kepentingaln politik. 

Sehalrusnyal birokralsi dibebalskaln dalri pengalruh daln keterjallinaln ikaltaln politik dengaln kekualtaln-

kekualtaln politik, sehingga l pelalya lnaln kepalda l malsya lralkalt ya lng diberikaln oleh birokralsi netra ll, 

tidalk memihalk daln obyektif. Birokra lsi ya lng memihalk altalu tidalk netrall dalpalt melalhirkaln korupsi 

politik yalng justru mengubalh proses Pemilu menjaldi tidalk terpuji. 

Penyelenggalralaln Pemilu telalh membalwal peruba lhaln terhalda lp budalyal pelalksalnalalnnyal, 

dallalm hall ini reposisi relalsi birokralsi dengaln politik khususnyal malsalla lh netrallitals ALSN terhaldalp 

dunial politik. Netrallitals ALSN dallalm kontestalsi politik merupalkaln kaljialn hukum kepegalwalialn. 

Sebalgalimalnal yalng dikemukalkaln oleh Utrecht, balhwal hukum aldministralsi menguji hubungaln 
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hukum istimewal ya lng dialdalkaln untuk memungkinkaln palral peja lbalt (almsdralgers) aldministralsi 

negalral melalkukaln tugals merekal ya lng khusus. 

 ALpalraltur Sipil Negalral aldallalh alpalraltur pemerintalh yalng dituntut melalksalnalkaln tugals 

pemerintalhaln untuk memberikaln pela lyalna ln publik, sedalngkaln disisi lalin, ALSN jugal sebalgali 

alnggotal malsyalralka lt ya lng memiliki kepentingaln-kepentingaln politis malupun ekonomis yalng 

menya lngkut pilihalnnyal dallalm Pemilu. Seringka lli kepentingaln-kepentingaln tersebut lebih 

dominaln, sehinggal yalng dihalralpka ln sebalgali pemilihaln ya lng jujur daln aldil tidalk terpenuhi. 

Keberpiha lkaln palda l kepentingaln seluruh ralkya lt salmal denga ln melalksalnalkaln demokralsi. Sedalngkaln 

keberpihalkaln birokralsi terhaldalp sa llalh saltu kekualtaln palrtali politik ya lng sedalng memerintalh 

cenderung alkaln memberikaln pelualng terhaldalp suburnya l penyallalhgunalaln kewenalngaln seperti 

korupsi, kolusi daln nepotisme.  

Netrallitals ALSN salalt ini menjaldi isu yalng balnyalk mendalpalt sorota ln. Sebalga li penyelenggalra l 

pemerintalhaln, pemba lngunaln daln pela lyalna ln publik, dallalm melalksalnalkaln tuga lsnya l pegalwali ALSN 

seyogya lnyal bersikalp netrall, dallalm alrti tidalk berpihalk, aldil, obyektif, daln tidalk dipenga lruhi oleh 

kelompok malnal pun. Nalmun paldal penyelenggalralaln Pilkaldal Serenta lk talhun 2015, 2017 daln 2018 

sertal Pemilu Legislaltif daln Pemilihaln Presiden paldal talhun 2019, terbukti balhwal balnya lk pegalwali 

ALSN yalng bersikalp tidalk netrall. Ketidalk-netrallaln pegalwa li ALSN perlu mendalpalt perhaltialn. 

Keberpiha lkaln pegalwali ALSN dallalm pemilu telalh mempengalruhi kuallitals penyelenggalraln Pemilu 

daln mencederali sistem demokralsi di Indonesia l. Ketidalk-netrallaln pegalwali ALSN mempengalruhi 

kuallitals penyelenggalra laln pemerintalhaln daln pelalya lnaln publik. Tidalk jalralng pulal keberpihalkaln 

pegalwali ALSN berujung keterlibaltaln merekal dallalm kalsus korupsi. Oleh sebalb itu netrallitals ALSN 

halrus ditegalkkaln. 

Sehinggal dipalndalng perlu untuk melalkukaln penelitialn lebih mendallalm untuk dalpalt 

menjaldi penegalsaln altals pentingnya l Netrallitals ALSN dallalm pemilu, khususnyal pemilu serentalk 

2024 ini. 

Rumusaln Malsallalh 

1) ALpal dalsalr hukum Netrallitals ALSN dallalm Pemilu? 

2) Balgalimalnal jikal terdalpa lt pelalngga lraln oleh ALSN terhaldalp ketida lk netrallitalsnya l dallalm 

Pemilu? 

 

 



 
   

Partisipasi ASN Dalam Penerapan Asas Netralitas Terhadap Pemilihan Umum 

215        Jurnal Hukum dan Sosial Politik - VOLUME 2, NO. 3, AGUSTUS 2024 
 

 

 

Tujualn Penelitialn 

1) Untuk dalpalt menegtalhui peralturaln alpal saljal ya lng membalhals tentalng netra llitals ALSN dallalm 

pemilu. Sehinggal pemilu dalpalt berlalngsung dengaln almaln daln tertib 

2) Untuk dalpalt mengetalhui pelalnggalraln yalng dilalkukaln oleh ALSN sehinggal dalpalt 

menemukaln solusi algalr Balwalslu malmpu menega lskaln kemballi Netra llitals ALSN dallalm 

pemilu untuk kesejalhtera laln balngsa l Indonesial. 

 

METODE PENELITIALN 

Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn hukum ya lng dilalkukaln secalral yuridis normaltif aldallalh yuridis normaltif 

dimalnal hukum dikonsepkaln sebalgali alpal ya lng tertulis dallalm peralturaln perundalng-undalngaln (lalw 

in books) altalu hukum dikonsepkaln seba lgali kalidalh altalu normal ya lng merupalka ln paltokaln 

berperilalku malnusial yalng dialnggalp palnta ls. Penelitialn hukum normaltif ini didalsarlkaln kepalda l 

balhaln hukum primer daln sekunder, ya litu penelitialn yalng mengalcu kepaldal normal-normal ya lng 

terdalpa lt dallalm peralturaln perundalng-undalnga ln. 

Pendekaltaln Peneltialn 

Sehubunga ln dengaln jenis penelitialn yalng digunalkaln aldallalh Yuridis normaltif, malkal 

pendekalta ln ya lng dilalkukaln dallalm tulisaln ini aldallalh pendekaltaln perundalng-undalngaln (staltute 

alpproalch). Pendeka ltaln perundalng-undalnga ln dimalnal dallalm hall ini Undalng-undalng No. 20 Talhun 

2023 tentalng ALSN, Undalng-Unda lng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum, Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 42 Talhun 2004 Tentalng Pembinalaln Jiwal Korps daln Kode Etik Pega lwali Negeri 

Sipil, Peralturaln Pemerintalh Nomor 53 Ta lhun 2010 Tentalng Disiplin Pegalwali Negeri Sipil. Yalng 

penormala lnnyal menja ldi sumber utalmal dallalm meneliti tentalng Netrallitals ALSN dallalm Pemilu, 

sehingga l dihalra lpkaln penormalalnnya l dallalm alturaln hukum, tidalk lalgi memungkinkaln a ldalnya l 

pemalhalma ln yalng a lmbigu daln kalbur. 

Jenis daln Sumber Balhaln Hukum 

Dallalm penelitialn dallalm tulisaln yalng menggunalkaln pendekalta ln norma ltif, malka l ba lhaln 

hukum ya lng digunalkaln diperoleh melallui penelusuraln ba lhaln hukum altalu studi pustalkal terhaldalp 

balhaln hukum primer, sekunder, daln tersier.  
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1) Balhaln hukum primer yalkni balhaln hukum yalng terdiri dalri alturaln hukum positif yalng diurut 

berdalsalrkaln hieralrki, mulali dalri Undalng-undalng dalsalr 1945, Undalng-undalng, peraltura ln 

pemerintalh, da ln alturaln lalin dibalwalh undalng-undalng. 

2) Balhaln hukum sekunder aldallalh balhaln hukum yalng diperoleh dalri buku teks, jurnall-jurna ll 

alsing, pendalpalt palral salrjalnal. Kalsus-kalsus hukum, sertal symposium yalng dilalkukaln palra l 

palkalr ya lng terkalit dengaln pembalhalsaln penelitialn hukum.  

3) Balhaln hukum tersier aldallalh balhaln hukum yalng memberikaln petunjuk altalu penjelalsa ln 

bermalkna l terha ldalp balhaln hukum primer daln sekunder, seperti kalmus hukum, ensiklopedia l, 

daln lalin-lalin. Sumber Hukum diperoleh da lri Perpustalkala ln, Browsing, Buku�buku, 

Undalng-unda lng, Peralturaln-peralturaln, Sertal pendalpalt palral alhli. 

Teknik Penelusuraln Balhaln Hukum  

ALdalpun balhaln hukum ya lng diperoleh dalla lm penelitialn studi kepustalkalaln, undalng-undalng, 

peralturaln pemerintalh, sertal pera lturaln-peralturaln ya lng bera ldal dibalwa lh undalng-undalng, jurnall-

jurnall, pendalpalt palral salrjalnal, daln kalsus-kalsus hukum yalng digunalkaln penulis ini. Penulis uralikaln 

daln hubungkaln sedemikialn rupal, sehinggal da lpalt disaljikaln dallalm penulisaln ya lng sistemaltis 

Dengaln halralpaln dalpalt memberikaln sualtu ja lwalbaln altals permalsallalhaln ya lng bersifalt umum 

terhalda lp permalsallalhaln konkret yalng dihaldalpi. Balhaln hukum ya lng aldal digunalkaln untuk melihalt 

alpalka lh pengalturaln mengenali Netra llitals ALSN dallalm Pemilu ini sudalh benalr-benalr diteralpkaln 

dilihalt dalri hukum itu sendiri.  

Teknik ALnallisal Balhaln Hukum  

ALnallisal balha ln hukum yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini a ldallalh interpretalsi, yalitu 

dengaln penggunalaln metode yuridis dallalm membalhals sualtu persoallaln hukum. Metode penalfsiraln 

ya lng digunalkaln dallalm penelitialn ilmu hukum normaltif terdalpalt dual metode.  

1) Penalfsiraln gralmaltikall yalitu penalfsiraln menurut taltal balhalsal daln kaltal-kalta l ya lng merupalkaln 

allalt balgi pembualt undalng�undalng untuk menya ltalkaln malksud daln kehendalknyal. 

2) Penalfsiraln sistemaltis yalitu penalfsiraln ya lng menghubungka ln palsall ya lng saltu dengaln palsa ll 

ya lng lalin dallalm sualtu perundalng-undalnga ln ya lng bersalngkutaln altalu paldal perundalng-

undalngaln ya lng bersalngkutaln alta lu paldal perundalng-undalngaln hukum lalinnya l, altalu 

membalcal penjelalsaln sualtu perundalng-undalnga ln, sehinggal dalpalt mengerti malksudnya l. 
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HASIL DAN PEMBALHALSALN 

Dalsalr Hukum Netrallitals ALSN dallalm Pemilu 

Pega lwali ALSN alda llalh oralng-oralng yg direkrut oleh pemerintalh untuk menyelenggalralka ln 

altalu mela lksalna lkaln kebijalkaln ya lng ditetalpkaln pemerintalh daln menyelenggalralkaln pelalya lnaln 

publik. Pegalwali ALSN jugal berfungsi sebalga li perekalt daln pemersaltu balngsal. Oleh sebalb itu, dallalm 

melalksalnalkaln tugalsnya l pegalwali ALSN halrus bebals dalri penga lruh daln intervensi golongaln da ln 

palrtali politik. Tujualnnyal aldallalh untuk menjalmin kealdilaln daln memberi perlindungaln kepalda l 

malsya lra lkalt. Netrallitals ALSN jugal dalpalt meningka ltkalnkeperca lyala ln kepa ldal Pemerintalh. 

Di dallalm Undalng-Undalng Dalsalr Talhun 1945 dijelalskaln balhwal paldal Balb tentalng Halk 

ALsalsi Malnusial (HALM) yalng merupalkaln balb balru dallalm Unda lng-Unda lng Dalsalr Talhun 1945 daln 

sekalligus sebalga li perlualsaln malteri HALM. Malsuknya l rumusaln HALM ke dallalm Undalng-Undalng 

Dalsalr Talhun 1945 merupalkaln kema ljualn besa lr dallalm proses perubalhaln Indonesial sekalligus 

menjaldi sallalh saltu ikhtialr balngsal Indonesial untuk menjaldikaln konstitusi Negalral Indonesial ya lng 

berkea ldilaln serta l menjunjung nilali-nilali demokraltis.  

Paldal palsall 28J merupalkaln sallalh saltu palsall HALM yalng menjela lskaln balhwal setialp oralng 

ya lng menjallalnkaln kebebalsalnnyal jugal halrus tunduk terhalda lpalt pemba ltalsaln peralturaln yalng telalh 

ditetalpkaln oleh negalralnyal. Tentunyal, dallalm menjallalnkaln pestal demokralsi algalr berjallaln dengaln 

tertib, malkal perlu aldalnya l bebera lpal ketentualn untuk ditalalti daln diberlalkukaln secalral khusus. Palsall 

28J memberikaln pembaltalsaln ya lng ditetalpkaln dengaln undalng-undalng untuk menjalmin pengalkualn 

sertal penghormalta ln alta ls halk daln kebebalsaln oralng la lin daln untuk memenuhi tuntutaln ya lng a ldil 

sesuali dengaln pertimbalnga ln morall, nilali-nilali algalmal, kealmalnaln, da ln ketertibaln umum dallalm 

sualtu malsya lralkalt demokraltis.  

Perlu dipalhalmi balhwal Palsall 28J mengaltur pembaltalsaln kebebalsaln setialp walrga l negalra l 

untuk mengekspresika ln sesualtu. Sallalh saltunya l iallalh berlalku kepa ldal ALSN yalng bersentuhaln 

dengaln dunial politik khususnyal paldal kegialtalnal Pemilu dilalksalnalkaln. ALSN dituntut untuk aldil 

sehingga l bentuk kea ldilaln tersebut halrus dalpalt diimplementalsikaln oleh setialp ALSN kalrena l 

menya lngkut ikhwall “Netrallitals”. Pengalturaln netrallitals ALSN kedallalm dunial politik bukalnlalh 

sesualtu pembaltalsaln HALM dallalm lingkup birokralsi kepegalwalialn. Seba lgalimalnal ketentualn Palsa ll 

tersebut ya lng mempersilalhkaln setialp oralng termalsuk ALSN untuk mengekspresikaln pilihaln. Daln 

tentunyal jugal ha lrus menerimal segallal ketentualn pembaltalsaln ya lng telalh menjaldi kesepalkaltaln dallalm 

menjallalnkaln tugalsnyal ya lng dialtur seca lral spesifik oleh peralturaln perundalng-undalngaln terkalit.  
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Peralturaln perunda lng-undalngaln yalng mengaltur ketentualn ALSN dallalm bersikalp netrall 

terhalda lp dunial politik khususnyal paldal Pemilu merupalkaln bentuk alntusials Negalra l da llalm 

melindungi daln mewujudkaln ketertibaln sertal kesejalhteralaln ralkya lt, sehingga l alpa lbilal ALSN tidalk 

netrall malka l dialnggalp sallalh saltu pelalnggalra ln yalng dilalkuka ln oleh ALSN. Undalng-Undalng yalng 

mengaltur tentalng ALSN aldallalh Undalng-Undalng No. 5 Talhun 2014 ya lng salalt ini staltusnya l telalh 

dicalbut daln digalnti menjaldi Undalng-Unda lng Nomor 20 Talhun 2023. Dallalm Undalng-Unda lng 

tersebut menjelalskaln balhwal ya lng dimalksud denga ln ALSN aldalla lh Pega lwali Negeri Sipil (PNS) daln 

Pega lwali Pemerintalh denga ln Perjalnjialn Kerja l (PPPK) yalng bekerjal di instalnsi pemerintalh. 

Sehinggal ya lng tergolong menjaldi balgialn ALSN perlu untuk memperhaltikaln ketentualn-ketentualn, 

prinsip-prinsip daln alsals-alsals yalng dialtur khusus untuk ALSN. Paldal palsall 2 menjelalskaln balhwal 

sallalh saltu alsals ya lng diteralpkaln dallalm menjallalnkaln penyelenggalralaln kebijalkaln daln malnaljemen 

ALSN aldallalh Netrallitals. 

ALsals Netrallitals ini merupalkaln intruksi kepaldal ALSN untuk bersikalp netrall. Yalkni tidalk 

berpihalk dalri segallal bentuk pengalruh malnalpun daln tidalk memihalk kepaldal kepentingaln sialpalpun 

khususnyal dallalm dunial politik. Kalrenal perlu diketalhui balhwal ALSN merupalkaln pegalwali 

pemerintalh ya lng melalya lni pelalyalnaln secalral public. Seperti yalng telalh dijelalskaln paldal palsall 11 

alyalt 2 daln alya lt 3  paldal Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2023 balhwal Pegalwali ALSN bertugals 

memberikaln pelalya lnaln public yalng professionall daln berkuallitals; daln mempereralt peralturaln daln 

kesaltualn Negalral Kesaltualn Republik Indonesia l.  

ALsals Netrallitals merupalkaln alsals ya lng perlu diperhaltikaln oleh pemerintalh. Sehingga l 

ketentualn Pegalwali ALSN untuk dalpalt dipa lstikaln menera lpkaln alsals Netrallitals ini halrus dia ltur lebih 

lalnjut dallalm pera lturaln Pemilu sebalgalimalnal peneralpaln Netrallitals ini palda l dunial politik. Undalng-

Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum (Pemilu) merupa lkaln sallalh sa ltu Unda lng-

Undalng ya lng membaltalsi ALSN untuk melalkukaln altalu menunjukaln keberpihalkaln kepa ldal sallalh saltu 

Palsalngaln Callon altalu sallalh saltu Callon Legislaltif. Ketentualn pelalralngaln keikutsertalaln ALSN dallalm 

Politik paldal malsal Pemilu dialtur dallalm Palsall 282 daln Palsall 283 Undalng-Undalng Pemilu yalng palda l 

pokoknya l menyaltalkaln balhwal ALSN dilalralng membualt keputusaln daln/altalu melalkukaln tindalkaln 

ya lng menguntungkaln altalu merugikaln sallalh saltu pesertal Pemilu daln dilalralng mengaldalkaln kegialtaln 

ya lng mengalralh kepaldal keberpihalkaln terha ldalp pesertal Pemilu sebelum, selalmal, daln sesudalh malsa l 

kalmpalnye.  
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Kegialtaln yalng dilalralng tersebut meliputi pertemualn, aljalka ln, imbalualn, serualn altalu 

pemberialn balralng kepaldal ALSN dallalm lingkunga ln unit kerjalnya l, alnggotal kelualrga lnyal, daln 

malsya lra lkalt. Selalin pelalralnga ln terhaldalp ALSN untuk beralfilialsi terhaldalp dunial politik, Palral Peserta l 

Pemilu jugal dilalralng melibaltkaln ALSN dallalm kegialtaln kalmpalnye sebalgalimalnal ketentualn da llalm 

Palsall 280 alyalt (2) huruf f Undalng�Undalng Pemilu. Pelalralngaln ini dimalksud algalr ALSN tetalp 

bekerjal menjaldi pelalya ln malsya lra lkalt talnpal mencederali proses demokra lsi.  

Peralturaln Pemerintalh yalng menga ltur mengenali jiwal korps daln kode etik PNS aldallalh 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 42 Talhun 2004 Tentalng Pembinala ln Jiwal Korps daln Kode Etik 

Pega lwali Negeri Sipil. Dalsalr dibentuknyal peralturaln ini selalin seba lgali peralturaln pelalksalnalaln 

Undalng-Undalng tentalng ALSN aldallalh aldalnyal pemikiraln balhwa l PNS ya lng kua lt, kompalk daln 

bersaltu paldu, memiliki kepekalaln, talnggalp daln memiliki kesetialkalwa lnaln yalng tinggi, berdisiplin, 

sertal saldalr alkaln talnggung ja lwalbnya l sebalga li unsur alpalraltur negalra l daln albdi malsya lralkalt, dalpalt 

diwujudkaln melallui pembinalaln korps Pegalwali Negeri Sipil, termalsuk kode etiknyal sertal untuk 

menalnalmka ln jiwal korps daln mengalmallkaln etikal balgi Pegalwali Negeri Sipil. Palsall 11 huruf c 

Peralturaln Pemerintalh Tentalng Jiwal Korps daln Kode Etik PNS menya ltalka ln balhwal dallalm hall etikal 

terhalda lp diri sendiri PNS waljib menghinda lri konflik kepentingaln pribaldi, kelompok altalupun 

golongaln. Dalri penjelalsaln palsall ALquo dalpalt dijalbalrkaln balhwal PNS dilalralng melalkukaln perbualtaln 

ya lng mengalralh paldal keberpihalka ln sallalh saltu callon altalu perbualtaln yalng mengindika lsikaln terlibalt 

dallalm politik pralktis/beralfilialsi dengaln palrtali politik.  

Peralturaln tersebut diperkualt dengaln aldalnyal suralt ya lng dikelualrkaln oleh Menteri 

Pendalyalguna laln ALpalraltur Negalral daln Reformalsi Birokralsi Republik Indonesial ya litu dengaln nomor 

B/71/M.SM.00.00/2017 paldal talngga ll 27 Desember 2017 yalng menjalbalrkaln norma l “waljib 

menghindalri konflik kepentingaln pribaldi, kelompok altalupun golongaln”. Sehinggal ketentualn 

mengenali keberpihalkaln terhalda lp kepentingaln politik, aldallalh sallalh saltu ketentualn ya lng perlu 

ditegalkkaln. 

Dalri beberalpal peralturaln ya lng telalh di jalbalrkaln dialtals, tentunyal alpalbilal ALSN melalkukaln 

pelalnggalraln tersebut ya litu melalkukaln keberpiha lkaln terhaldalp sallalh saltu kalndidalt palslon balik 

eksekutif (Pusalt daln/altalu Da leralh) daln Legislaltif (Pusalt daln/altalu Da leralh) altalu terindikalsi 

tergalbung paldal sallalh saltu palrtali politik merupalkaln pelalnggalraln ya lng tentunyal alda l salnksi ya lng 

dijaltuhkaln kepaldal Pega lwali ALSN tersebut. Berdalsalrkaln Palsall 15 alya lt (1) daln Palsall 16 paldal 

Peralturaln Pemerintalh tentalng Jiwal Korps da ln Kode Etik PNS paldal pokoknya l menyaltalkaln balhwa l 
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terhalda lp pelalnggalraln kode etik, PNS dalpalt dikenali salnksi morall daln dalpalt dikenalkaln tindalkaln 

aldministraltif sesuali dengaln peralturaln perunda lng-undalngaln, a ltals rekomendalsi Maljelis Kode Etik. 

Selalnjutnyal dialtur secalral spesifik paldal Peralturaln Pemerintalh Nomor 53 Talhun 2010 

Tentalng Disiplin Pega lwali Negeri Sipil. Peralturaln Pemerintalh ini merupalka ln peralturaln teknis dalri 

Undalng-Undalng yalng menga ltur tentalng kepega lwalialn. Dallalm peralturaln ini juga l dijelalskaln disiplin 

ya lng dalpalt dilalkukaln oleh PNS daln hall-hallya lng dilalralng untuk dilalkukaln balgi PNS. Dialmalnaltkaln 

paldal Palsall 4 a lngkal 12 daln alngkal 13 PP Nomor 3 Talhun 2010 tentalng Disiplin Pegalwa li Negeri 

Sipil, yalng menya ltalkaln balhwal PNS dilalralng untuk ikut sertal sebalgali pelalksalnal ka lmpalnye, 

menjaldi pesertal kalmpalnye dengaln menggunalka ln altribut palrtali altalu altribut PNS, sebalga li peserta l 

kalmpalnye dengaln mengeralhkaln PNS lalin daln/altalu sebalgali pesertal kalmpalnye dengaln 

menggunalkaln falsilitals Negalral. Selalin itu, PNS jugal dilalra lng untuk memberikaln dukungaln kepalda l 

callon Presiden/Walkil Presiden dengaln calral membualt keputusaln daln/altalu tindalkaln yalng 

menguntungka ln altalu merugikaln sa llalh saltu palsalngaln callon sela lmal malsal kalmpalnye daln/altalu 

mengaldalkaln kegialtaln ya lng mengalralh kepaldal keberpihalka ln terhaldalp palsalnga ln callon yalng menjaldi 

pesertal pemilu sebelum, selalmal, daln sesudalh malsal ka lmpalnye meliputi pertemualn, aljalkaln, 

himbalualn, serualn, alta lu pemberialn balralng kepaldal PNS dallalm lingkungaln unit kerjalnyal, a lnggota l 

kelualrga l, daln malsya lralkalt.  

Daln dilalnjutkaln paldal Palsall 4 alngkal 14 da ln 15 PP Nomor 3 Talhun 2010   tentalng Disiplin 

Pega lwali Negeri Sipil yalng menya ltalkaln balhwal PNS dilalralng memberikaln dukunga ln kepa ldal callon 

alnggotal Dewaln Perwalkilaln Daleralh altalu callon Kepallal Daleralh/Walkil Kepa llal Daleralh dengaln calra l 

memberikaln suralt dukunga ln disertali foto kopi Kalrtu Talndal Penduduk sesuali peralturaln perundalng-

undalngaln serta l memberikaln dukungaln kepaldal callon Kepallal Daleralh /Walkil Kepallal Daleralh, 

dengaln ca lral: terlibalt da llalm kegialtaln kalmpa lnye untuk mendukung callon Kepallal Daleralh/Walkil 

Kepallal Dalera lh, menggunalkaln falsilitals yalng terkalit dengaln jalbalta ln dallalm kegialtaln kalmpalnye, 

membualt keputusaln daln/altalu tindalkaln yalng menguntungkaln altalu merugikaln sallalh saltu palsalngaln 

callon selalmal ma lsal kalmpalnye daln/altalu mengaldalkaln kegialtaln yalng mengalralh kepaldal keberpiha lkaln 

terhalda lp palsalngaln callon yalng menjaldi pesertal pemilu sebelum, selalmal, daln sesudalh malsa l 

kalmpalnye meliputi pertemualn, aljalkaln, himbalualn, serualn, alta lu pemberia ln balralng kepaldal PNS 

dallalm lingkungaln unit kerjalnya l, alnggotal kelualrgal, daln malsyalralkalt. Terkalit peralturaln mengenali 

salnksi altalu normal sekunder dalri pelalralngaln balgi PNS yalng melalkukaln pelalnggalraln kedisiplinaln 

PNS yalitu dialtur dallalm Palsall 12 daln Palsall 13 Pera lturaln Pemerintalh Tentalng Disiplin PNS.  
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ALsals Netrallitals ini tertualng paldal Keputusaln bersalmal 5 (limal) instalnsi tentalng pedomaln 

pengalwalsaln netrallitals ALSN disepalkalti paldal talngga ll 10 September 2020. ALdalpun 5 instalnsi 

tersebut aldallalh Menteri Pendalyalgunala ln ALpalraltur Negalral da ln Reformalsi Birokralsi, Menteri Dalla lm 

Negeri, Kepalla l Baldaln Kepegalwalialn Negalral, Ketual Komisi ALpalraltur Negalral, daln Ketual Balda ln 

Penga lwals Pemilihaln Umum yalng tertua lng ke dallalm 5 (limal) nomor suralt yalitu nomor 05 Talhun 

2020, nomor 800-2836 Talhun 2020, nomor 167/KEP/2020, nomor 6/SKB/KALSN/9/2020 daln 

nomor 0314 tentalng Pedomaln Pengalwalsaln Netrallitals Pegalwali ALpalraltur Sipil Negalral Da llalm 

Penyelenggalralaln Pemilihaln Talhun 2020. Dallalm Keputusaln bersalmal tersebut disepalkalti beberalpal 

butir klalusul mulali dalri rualng lingkup pedomaln pengalwalsaln netrallitals ALSN, upalyal daln lalngkalh 

pencegalhaln pelalnggalraln netrallitals, salnksi daln tingkaltaln pelalnggalraln netrallitals ALSN, 

pembentukaln Saltualn Petugals pengalwalsaln netrallitals ALSN, hinggal taltal calral pena lngalna ln 

pelalnggalraln netrallitals ALSN. Dalri ketentualn ini secalral jelals terlihalt ba lhwal kelimal instalnsi tersebut 

berkomitmen untuk menjalgal netrallitals ALSN dalri alnalsir-alnalsir perpolitikaln.  

Pembualtaln keputusaln bersalmal tersebut merupalkaln balgia ln daln calral pencegalhaln 

pelalnggalraln netrallitals ALSN yalng merupalkaln upalyal pemerintalh dallalm menjalgal ketertibaln daln 

kesejalhterala ln balngsal Indonesial. Palda l balgialn lalmpiraln dallalm keputusaln bersalmal tersebut dialtur 

secalral jelals da ln tega ls perbualta ln daln pelalnggalraln ya lng termalsuk paldal ketidalk-netrallitals ALSN 

tersebut. beberalpa l peralturaln ini dibualt untuk dalpalt menjaldi pedomaln alpalbilal terdalpalt pelalnggalraln 

oleh ALSN.  

Suralt Edalraln Ketual KALSN Tentalng Netrallitals ALSN Suralt edalraln Ketual KALSN tentalng 

netrallitals ALSN terdalpalt dallalm suralt nomor B-2708/KALSN/9/2020 perihall tindalk lalnjut Keputusaln 

Bersalmal 5 Kementerialn/Lembalgal. Suralt edalraln ini dikelualrka ln pa ldal talngga ll 18 September 2020 

dengaln tujualn Palral Menteri, Penglimal TNI, Kalpolri, Kepa llal Kejalksalaln, Pimpinaln Lembalga l 

Negalral, Lemba lgal Pemerintalhaln Non Kementerialn, Lembalgal Non Strukturall, daln Kepallal Daleralh.  

Dallalm menjallalnka ln kegialtaln Pemilu serentalk 2024, tentunya l menjalgal netrallitals ALSN 

perlu diperha ltikaln. Ka lrenal pelalnggalraln netrallitals ini cenderung signifika ln paldal salalt mendekalti 

pelalksalnalaln Pemilu. Sehinggal pemerintalh membualt lembalgal ya lng khusus untuk mengalwalsi 

pelalnggalraln-pelalngga lraln paldal salalt Pemilu berlalngsung. Balwalslu memiliki beberalpal tugals da llalm 

mengalwalsi pelalksalnalaln pemilu. Sallalh saltunyal aldallalh mengalwalsi netrallitals ALSN, netrallitals 

alnggotal TNI daln Netrallitals alnggotal Kepolisialn Negalral Indonesial. 



 
 
 
 

e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 210-227 

Kewenalngaln Balalwalslu dallalm menjallalnkaln wewenalngalnnya l daln memiliki fungsi untuk 

melalkukaln pencega lhaln, pengalwalsaln, da ln penindalkaln pela lnggalraln netrallitals ALSN sebalgalimalna l 

ya lng dialtur didallalm Undalng-Unda lng Pemilu altalu Peralturaln Balwalslu. Kewenalngaln pencegalha ln 

pelalnggalraln netrallitals ALSN paldal Undalng-Undalng Pemilu dialtur dallalm Palsall 93 huruf b, Palsa ll 77 

huruf al, Palsall 101 huruf al, daln Palsall 105 huruf al Undalng-Undalng No. 7 Talhun 2017 Tentalng 

Pemilihaln Umum. Bentuk pengkoordina lsialn ya lng dialmalnalhkaln oleh Undalng-Unda lng tersebut 

telalh mengeja lwalnta lhkaln Balwalslu untuk mela lkukaln pencegalhaln sejalk dini. Dalri ketentualn 

Undalng-Undalng ini telalh menunjukaln balhwal Ba lwalslu bersertal jaljalraln telalh diberi almalna lh yalng 

kualt berdalsa lrkaln Undalng-Unda lng untuk melalkukaln pencegalhaln pelalnggalraln terutalma l 

pelalnggalraln Netrallitals ALSN.  

Selalin sebalgalimalnal ya lng dialtur didallalm Undalng-Undalng Pemilu, Balwalslu jugal mengaltur 

tugals, kewena lngaln, da ln kewaljibalnnya l dallalm melalkukaln pencegalhaln paldal Peralturaln Balwalslu. 

Fungsi Penga lwalsaln iallalh fungsi ya lng teralkhir dalri sualtu proses malnaljemen. Melallui pengalwalsa ln, 

stalndalr keberha lsilaln progralm yalng ditualngka ln dallalm bentuk talrget, prosedur kerjal daln sebalga linya l 

halrus selallu dibalndingkaln denga ln halsil yalng telalh dicalpali altalu yalng malmpu dikerjalkaln oleh 

jaljalraln. Fungsi pengalwalsaln bertujualn supalya l pengguna laln sumber dalya l dalpalt lebih diefisiensikaln 

daln tugals-tugals untuk mencalpali progralm dalpalt lebih diefektifka ln. Pengalwalsaln ya lng dilalkuka ln 

oleh Balwallsu dalpalt dilalkukaln secalra l lalngsung daln tidalk lalngsung.  

ALdalpun ya lng menjaldi dalsalr tugals, kewenalngaln, daln kewaljibaln Balwalslu dallalm melalkukaln 

pengalwalsaln netrallitals ALSN berdalsalrkaln Undalng-Undalng Pemilu aldallalh paldal Palsa ll 93 huruf f, 

Palsall 97 huruf d, Palsall 101 huruf d, Palsall 105 huruf d, Palsall 108 huruf c, daln Palsall 111 huruf c 

Undalng-Undalng No. 7 Talhun 2017 Tentalng Pemilihaln Umum. Sehinggal dengaln peralturaln ini 

dalpalt diketa lhui balhwal netrallitals perlu di implementalsikaln oleh setialp ALSN. Daln menjaldi 

persoallaln serius alpalbilal terjaldi pelalnggalra ln oleh sallalh saltu ALSN itu sendiri. ALmalnalt yalng ditualng 

dalri beberalpal peraltura ln halrus menjaldi pedomaln balgi setialp ALSN untuk tetalp menjalgal netrallitals 

dirinyal.   

Tindalkaln Balwalslu Terhaldalp Pelalnggalraln Netrallitals ALSN dallalm Pemilu 

Berdalsalrkaln halsil pengalwalsaln ya lng dilalkuka ln oleh Ba lwalslu terhaldalp netrallitals ALSN, 

berikut merupalkaln daltal pelalnggalraln netra llitals ALSN paldal Pemilu. Perlu diketalhui balhwal pesta l 

demokralsi bukaln halnya l terdalpa lt paldal Pemilihaln Presiden daln walkil Presiden melalinkaln jugal 
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pemilihaln kepallal daleralh. Dalta l yalng dipalpalrka ln yalkni paldal daltal penyelengga lralaln Pemilu Talhun 

2019, Pilkaldal 2018 daln Pilkaldal Talhun 2020 pertalnggall 27 September 2020.  

Paldal Pilkaldal Talhun 2018 terdalpalt 817 pelalngga lraln netra llitals ALSN ya lng telalh 

ditindalklalnjuti oleh Balwalslu dengaln meneruskaln kepaldal instalnsi ya lng berwenalng. ALdalpun 

penjelalsaln perbualtaln pelalnggalraln netrallitals ALSN yalitu netrallitals ALSN paldal pemilihaln sebalnya lk 

372 (tigal raltus tujuh puluh dual) pelalnggalraln, ALSN berfoto, mengunggalh, daln/altalu memposting 

foto bersalmal pa lsalnga ln callon di medial sosiall sebalnyalk 384 (tigal raltus delalpaln puluh empalt) 

pelalnggalraln, Kepallal Desal daln Pejalbalt Desal mengikuti kalmpalnye seba lnya lk 40 (empalt puluh) 

pelalnggalraln, netra llitals Pejalbalt daln Pejalbalt Negalral dallalm pemilihaln sebalnya lk 16 (enalm belals) 

pelalnggalraln, melalnggalr alsals, prinsip, nilali dalsalr sertal kode etik daln kode prilalku sebalnyalk 4 

(empalt) pelalngga lraln, daln menghaldiri a lca lral/kegialtaln balkall palsalngalncallon yalng berbalu sosiallisalsi 

sebalnyalk 1 (saltu) pelalngga lraln. 

Paldal Pemilu Talhun 2019 terdalpa lt 732 (tujuh raltus tigal puluh dual) kalsus netrallitals ALSN. 

Pelalnggalraln melallui medial sosiall yalkni sebalnya lk 66 (enalm puluh enalm) kalsus, ALSN menghaldiri 

deklalra lsi dukungaln terha ldalp pesertal pemilu sebalnya lk 8 (delalpaln) kalsus, terlibalt dallalm kalmpalnye 

daln mengaldalkaln kegialtaln ya lng menunjukaln keberpihalkaln sebalnya lk 8 (delalpaln) kalsus, mobilisalsi 

oralng lalin untuk mendukung peserta l pemilu seba lnya lk 4 (empalt) kalsus, menjaldi nalralsumber paldal 

alcalral ya lng diselengga lralkaln oleh pesertal pemilu sebalnyalk 2 (dual) ka lsus, daln memalsalng allalt pera lga l 

kalmpalnye sebalnya lk 1 (saltu) kalsus. 

Paldal Pilkaldal Talhun 2020 per talnggall 27 September 2020, Balwalslu telalh menemukaln 700 

(tujuh raltus) kalsus daln menerimal lalporaln sebalnya lk 61 (enalm puluh saltu) kalsus. Dalri 761 (tujuh 

raltus enalm puluh saltu) duga laln pelalnggalraln, tren pelalnggalraln netra llitals ALSN tertinggi aldallalh ALSN 

memberikaln dukungaln melallui medial sosia ll altalu medial malssal seba lnyalk 252 (dual raltus limal puluh 

dual) rekomendalsi. Selalnjutnyal, ALSN melalkukaln pendekalta ln/mendalftalrka ln diri paldal sallalh saltu 

palrtali politik sebalnya lk 105 (sera ltus limal). Sebalnyalk 104 (sertalus empalt) terkalit ALSN menghaldiri 

kegialtaln silaltuhra lhmi altalu menguntungkaln balkall callon. ALSN mendukung sallalh saltu balkall callon 

sebalnyalk 63 (enalm puluh tigal). ALSN mendeklalralsikaln diri sebalgali callon kepallal dalera lh sebalnya lk 

42 (empalt puluh dual). 26 (dual puluh enalm) rekomendalsi terka lit ALSN yalng mempromosikaln diri 

sendiri alta lu oralng la lin. 37 (tigal puluh tujuh) rekomendalsi terkalit ALSN mensosiallisalsikaln balkall 

callon melallui ALPK. 10 (sepuluh) rekomenda lsi terkalit ALSN mendalftalrkaln diri balkall callon 

perseoralngaln. 4 (empalt) rekomendalsi terkalit ALSN mendalmpingi balkall callon melalkukaln 
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pendalfta lraln daln fit alnd proper test. ALSN mengaljalk altalu mengintimidalsi untuk mendukung salla lh 

saltu callon sebalnyalk 10 (sepuluh) rekomendalsi. ALSN mengguna lkaln a ltribut paldal salalt melalkukaln 

fit alnd proper test sebalnyalk 4 (empalt) rekomendalsi. ALdalpulal 1 (saltu) rekomendalsi ya lng 

dilalya lngkaln terhaldalp Bupalti ya lng kedalpalt melalkukaln pengga lntialn peja lbalt dallalm wa lktu 6 (enalm) 

bulaln sebelum penetalpaln callon. 

Dallalm hall ini, Balwalslu aldallalh lembalgal penyelenggalral Pemilu yalng memiliki fungsi 

melalkukaln pencega lhaln, pengalwalsaln, da ln penindalkaln pela lnggalraln netrallitals ALSN sebalgalimalna l 

ya lng dialtur didallalm Undalng-Unda lng yalng menga ltur tentalng Pemilu altalu Peralturaln Balwa lslu. 

Fungsi Ba lwalslu iallalh untuk melalkukaln pencega lhaln daln penindalkaln alpalbilal terjaldi pela lnggalraln 

terhalda lp Netrallitals ALSN tersebut. Tentunya l pencegalhaln ini merupalkaln wewenalng daln tugals 

Balwalslu untuk menurunkaln alngkal pela lnggalraln netrallitals ALSN. Kewenalngaln pencegalhaln 

pelalnggalraln netrallitals ALSN paldal Undalng-Undalng Pemilu dialtur dallalm Palsall 93 huruf b, Palsa ll 77 

huruf al, Palsall 101 huruf al, daln Palsall 105 huruf al Undalng-Undalng No. 7 Talhun 2017 Tentalng 

Pemilihaln Umum. Balwalslu memiliki kewenalnga ln melalkukaln pencegalhaln pelalngga lraln netrallitals 

ALSN dengaln bentuk pengkoordinalsialn yalng dialmalnalhkaln oleh Undalng-Undalng tersebut tela lh 

mengejalwa lntalhkaln Ba lwalslu untuk melalkukaln pencegalhaln sejalk dini. Dalri ketentualn Undalng-

Undalng ini telalh menunjukaln balhwal Balwalslu berserta l jaljalraln telalh diberi almalna lh ya lng kualt 

berdalsalrkaln Unda lng-Undalng untuk mela lkukaln pencegalhaln pelalnggalraln terutalmal pela lnggalraln 

Netrallitals ALSN. Selalin sebalgalima lnal yalng dialtur didallalm Undalng-Undalng Pemilu, Balwalslu juga l 

mengaltur tugals, kewenalnga ln, daln kewaljibalnnya l dallalm melalkuka ln pencegalhaln paldal Peralturaln 

Balwalslu. Daln a lpalbilal terjaldi pelalnggalraln dalsalr dalri Ba lwalslu melalkukaln penindalkaln pelalnggalraln 

netrallitals ALSN dallalm Undalng-Unda lng Pemilu terdalpalt paldal Palsall 93 huruf b jo. Palsall 94 alya lt (2), 

Palsall 97 huruf al jo. Palsall 98 alyalt (2), Palsall 101 huruf al jo. 102 alya lt (2), daln Palsall 105 huruf al 

Undalng-Undalng No. 7 Talhun 2017 Tentalng Pemilihaln Umum. 

 

KESIMPULALN DAN SARAN 

Netrallitals ALSN dallalm pemilu memiliki dalmpalk positif untuk dalpalt mencalpali cital-cita l 

Negalral Indonesial ya litu untuk mensejalhteralkaln ralkyalt. Kalrenal pegalwali ALSN merupalkaln untuk 

menyelenggalralka ln altalu melalksalnalka ln kebijalkaln ya lng ditetalpkaln pemerintalh daln 

menyelenggalralka ln pelalyalnaln publik. Pegalwali ALSN jugal berfungsi sebalgali pereka lt daln pemersaltu 

balngsal. Oleh sebalb itu, dallalm melalksalnalka ln tugalsnya l pegalwa li ALSN halrus bebals dalri pengalruh 
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daln intervensi golonga ln daln palrtali politik. Tujualnnyal aldalla lh untuk menjalmin kealdilaln daln 

memberi perlindungaln kepaldal malsyalralka lt. Netra llitals ALSN jugal dalpalt meningka ltkaln kepercalyalaln 

kepaldal Pemerintalh. Tentunyal dalsalr hukum yalng mengaltur mengenali Netrallitals ALSN dallalm 

Pemilu terdalpalt paldal Undalng-Unda lng Nomor 20 Talhun 2023 daln paldal Undalng-Unda lng Pemilu 

sertal dibeberalpal peralturaln perundalng-undalngaln dibalwalhnya l. ALpalbilal terjaldi pelalnggalraln malka l 

Balwalslu memiliki wewenalng untuk melalkukaln penindalkaln sesuali dengaln ketentualn yalng sudalh 

dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalnga ln 

Salraln-Salraln 

a. Pemerintalh perlu memberikaln klalsifikalsi bentuk-bentuk pelalnggalraln sehingga l salnksi ya lng 

diberikaln oleh Balwalslu dalpalt memberikaln efek jeral kepaldal palral ALSN. 

b. Pemerintalh perlu menalmbalhkaln klalusulal pencopotaln jalbaltaln alpalbilal terjaldi pelalnggalra ln 

netrallitals paldal kelompok beralt. 
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